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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  

NOMOR  7 TAHUN  2006 
 

TENTANG 
 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 
 
 
Menimbang : a. bahwa arah kebijakan pembangunan sebagai implementasi 

kewenangan daerah dalam rangka penyelengaraan otonomi daerah 
yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di Kabupaten Bangka 
Tengah, perlu diletakkan dasar perencanaan tata ruang wilayah yang 
pasti, terintegritas, dan memiliki keterkaitan dengan daerah sekitar 
Kabupaten Bangka Tengah; 

 
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (6) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;  
 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah;  

 
 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2824 Tahun 1967); 

 
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok 

Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2931);  

 
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 
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5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);  

 
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 

 
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3437); 

 
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 

 
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 

 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 

Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 

 
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3480); 

 
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493); 

 
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 

 
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3699; 

 
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 

 
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukkan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
17. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1226); 

 
 
 



 3 

18. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);  

 
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukkan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

 
20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

 
21. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukkan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); 

 
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 

 
23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

 
24. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 

 
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

 
26. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3239); 

 
28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan 

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3294);  
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan 
Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta 
Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3660); 

 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3721); 

 
31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 

 
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3838); 

 
33. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat 

Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 

 
34. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

 
35. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156); 

 
36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145); 

 
37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan 
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4206); 

 
38. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan 

Kawasan Lindung; 
 
39. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan 

Tanah Bagi Kawasan Industri; 
 
40. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung.   
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Dengan Persetujuan Bersama 
 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 

dan  
 

BUPATI BANGKA TENGAH 
 

MEMUTUSKAN:  
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 
WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH. 

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan 

ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan 
mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara 
kelangsungan hidupnya. 

5. Tata ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, 
baik direncanakan maupun tidak direncanakan. 

6. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola 
pemanfaatan ruang. 

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat 
RTRW Kabupaten  merupakan penjabaran dari strategi dan arah 
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan ruang wilayah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke dalam strategi dan struktur 
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 

9. Struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk 
lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan 
lainnya. 

10. Pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan 
sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan 
pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya. 

11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 

12. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 
sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. 

13. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber 
daya alam, sumberdaya manusia,  dan sumberdaya buatan. 


